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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

menyatakan bahwa perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan pada 

usia kurang dari 21 tahun untuk wanita dan kurang dari 25 tahun untuk pria.1 

Berdasarkan data United Nations Children’s fund (UNICEF) tahun 2014, lebih dari 

700 juta perempuan di dunia yang menikah sebelum mencapai usia dewasa yaitu 

usia 18 tahun. Sepertiga atau 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun. Apabila 

kecenderungan ini berlanjut, diperkirakan 142 juta anak perempuan atau 14,2 juta 

per tahun akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2011 sampai 2020, dan 

151 juta anak perempuan atau 15,1 juta per tahun akan menikah sebelum usia 18 

tahun dari tahun 2021 sampai 2030.2Pada tahun 2017 data UNICEFmenunjukan 

bahwa, lebih dari 650 juta perempuan di dunia yang menikah pada usia anak-anak, 

di mana satu dari lima diantaranya menikah sebelum mencapai usia 18 tahun.3 

Berdasarkan data laporan dari Badan Pusat Stastik (BPS) dan Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dapat diperkirakan sekitar 

1.220.900 anak di Indonesia mengalami perkawinan usia dini, laporan penelitian 

                                                             
1Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 

https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun.Diakses pada 9 

Maret 2021, pukul 20:00 WIB. 
2UNICEF.“Ending Child Marriage Progress and Prospects:, Tahun 2014. 

http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/3364/3/Chapter1.pdf.pdf. Diakses pada 9 Maret 2021, pukul 

20:20 WIB. 
3 Nurmala I. Arimurti, “Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan 

Pernikahan Usia DiniDi Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso”. Indonesia J Public Health. 

Volume 12 No.2, 2017, hlm. 249 



 

 

 
 

yang ditunjukan oleh Pusat Kajian Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup 

Anak (Puskapa) bersama dengan UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mengenai perkawinan anak di 

Indonesia pada tahun 2020 menyebutkan bahwa berdasarkan populasi penduduk, 

Indonesia menempati peringkat ke sepuluh pada perkawinan anak tertinggi di 

dunia. Pada sepuluh (10) tahun terakhir hanya ada penurunan kecil untuk 

perkawinan anak di Indonesia yaitu 3,5%.4 

Perkawinan di bawah minimal usia anak menjadi fenomena sehingga 

mendorong diberlakukannya aturan batas minimal usia perkawinan yang dikuatkan 

oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 22/PUU-XV/2017 untuk 

mengatur batasan usia dalam perkawinan yang ditetapkan antara pihak laki-laki dan 

perempuan sama-sama telah berusia 19 tahun, dengan ketentuan usia minimal 

perkawinan yang baru ini diharapkan telah matang jiwa raganya, dianggap lebih 

dewasa untuk melangsungkan perkawinan agar kedepanya dapat mewujudkan 

tujuan dari perkawinan secara baik dan diharapkan bisa menghambat laju kelahiran 

anak yang rendah.5 Apabila merujuk pada ketentuan yang disebutkan dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) dengan didasarkan pertimbangan 

kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Sejalan dengan prinsip yang diletakkan 

Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa 

                                                             
4Jakarta, IDN Times. https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-

suciatiningrum/indonesia-masuk-10-negara dengan-angka-perkawinan-anak-

tertinggi/4.Diakses pada 9 Maret 2021, pukul 22:31 WIB. 
5 Nugraha, X, dkk ”Rekonstruksi Batas Usia Mininal Perkawinan Sebagai Bentuk 

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan” (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor, 

22/PUU-XV/2017). 2019, https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/30727.Diakses 

pada 10 Maret 2021, pukul 23:00 WIB. 
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raganya, demi mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berahkir pada 

perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.6 

Pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan pada Oktober 2019, yang menyatakan bahwa, usia 

perkawinan yang semula berumur 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk 

laki-laki, sekarang diubah menjadi minimal 19 tahun baik untuk laki-laki maupun 

perempuan.7 Alasan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan 

dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak 

terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.8 

Penetapan batas usia minimal perkawinan ini diberlakukan untuk seluruh 

warga Negara yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia, termasuk juga 

berlaku di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kota Baturaja. Desa Peninjauan 

merupakan salah satu Desa kecil di Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan 

Komering Ulu, Sumatera Selatan. Desa peninjauan ini wilayahnya terbentang dan 

memanjang dari Utara ke Selatan, batas wilayah Desa Peninjauan sebelah utara 

adalah Desa Saungnaga, kemudian batas wilayah sebelah selatan adalah Desa 

                                                             
6Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta. 2012, Hlm.12. 
7Badan Pusat Statistik, UNICEF. https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child- 

Marriage-Report-2020.pdf. Diakses pada 10 Maret 2021, pukul 21:30 WIB. 
8Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan. 
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Mandala. Desa Peninjauan memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.441 jiwa, dengan 

luas wilayah Desa 5.400.000 Hektar, ada sebanyak 3.500 jiwa berprofesi sebagai 

petani karet dan petani sawah, ini membuktikan bahwa sebagian besar penduduk 

adalah penggarap perkebunan dan sawah. Ini salah satu indikator karena tingkat 

pendidikan di Desa Peninjauan yang hanya sampai tingkat SMA dan bekerja 

sebagai petani membuat masyarakat beranggapan sudah cukup usia mandiri untuk 

melakukan perkawinan.9 

Berbagai kejadian perkawinan usia anak yang terjadi di Desa Peninjauan 

antara lain: kasus pernikahan seorang remaja putri bernama Rani yang berusia 16 

tahun, dinikahi oleh remaja putra bernama Hafez berusia 23 tahun. Pasangan ini 

merupakan pasangan yang telah melangsungkan perkawinan pada 23 November 

2015, keduanya melaksanakan perkawinan disaat mempelai wanita masih 

terkategori usiaanak.Perkawinan ini terjadi karena kawin lari yang dilakukan oleh 

kedua pasangan tersebut.Selain itu ada juga kasus perkawinan usia anak yang 

terjadi pada pasangan remaja Nency dan Riki. Pada saat melaksanakan pernikahan 

Nency baru berusia 18 tahun, sedangkan Riki berusia 20 tahun. Pasangan kedua ini 

melangsungkan perkawinan pada 14 Juli 2016, perkawinan ini terjadi karena Nency 

telah hamil di luar nikah, sehingga dari pihak Nency menuntut pihak Riki untuk 

bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. 

 Proses perkawinan yang telah dilaksanakan oleh kedua pasangan tersebut 

sah secara Agama, karena telah mematuhi rukun nikah berdasarkan Hukum Agama 

                                                             
9Penelitian Pendahuluan pada Kantor Kepala Desa Peninjauan, wawancara kepada Kepala 

Desa Peninjauan, dan Pemuktahiran dari data KK Desa Peninjaun, dilaksanakan 22 Maret 2021, 

pukul 09:35 WIB. 
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Islam, yaitu adanya calon pengantin, adanya mahar, adanya wali nikah dan 

disaksikan oleh 2 orang saksi yang sah.10 Meskipun perkawinan telah sah secara 

agama tetapi tetap saja ada ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan 

tentang perkawinan yang tidak dipenuhi dan/atau dilanggar. Adapun ketentuan 

yang dilanggar adalah batas minimal usia perkawinan, meskipun dalam perkawinan 

telah ditetapkan aturan batasan usia dalam Undang-Undang Perkawinan tetapi 

masih saja terdapat penyimpangan di Desa Peninjauan yakni sebagian besar 

masyarakatnya telah melangsungkan perkawinan pada usia muda. Perkawinan yang 

dilangsungkan dengan tidak memenuhi persyaratan batas minimal usia juga 

berkorelasi dengan tidak dicatatnya perkawinan itu secara Negara melalui Kantor 

Urusan Agama (KUA) setempat. Sehingga keabsahan perkawinan berdasarkan 

hukum Negara tidak diakui, hal ini berdampak pada tidak adanya kepastian dan 

kekuatan secara hukum peristiwa perkawinan yang tidak dicatatkan dalam 

Administrasi Negara. 

 Pemilihan Desa Peninjauan sebagai lokasi penelitian dikarenakan Desa ini 

merupakan salah satu Desa di Kota Baturaja yang tingkat perkawinan di bawah usia 

minimal perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan masih sering 

terjadi. Pada tahun 2020 diketahui ada 12 perkawinan yang salah satu atau ketiga 

pasangan masih terkategori usia di bawah 19 tahun. Jumlah ini meningkat 

dibandingkan tahun 2019 dengan jumlah perkawinandi bawah minimal usia 

                                                             
10Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, Pengaruh Budaya Patriakhi Terhadap Perceraian, 

Tunggal Mandiri: Malang, 2014, hlm.28. 
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sebanyak 8 perkawinan.11Peningkatan perkawinan dini yang terjadi di Desa 

Peninjauan menjadi fenomena yang berdampak pada persoalan hukum perkawinan.  

 Berdasarkan pada persoalan di lapangan, perkawinan anak memiliki 

banyak persoalan hukum mulai dari sulitnya pemenuhan syarat-syarat dan prosedur 

pencatatan dalam perkawinan, hingga dalam persoalan sosial kemasyarakatan yang 

dapat berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat di Desa Peninjauan, atas 

dasar berbagai persoalan hukum ini maka sangat diperlukan kajian yang lebih 

mendalam dalam melaksanakan perkawinan dengan ketetapan peraturan 

perundang-undangan perkawinan. Salah satu standar yang digunakan adalah 

penetapan usia perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 

ayat (1), ukuran kedewasaan dalam perkawinan diimplementasikan dengan adanya 

batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang untuk melakukan 

perkawinan. Batasan umur tersebut adalah kedua calon mempelai yang akan 

menikah haruslah telah berusia 19 (sembilan belas) tahun.12 Atas dasar berbagai 

persoalan hukum tersebut maka perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam 

melalui penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi 

Pemberlakuan Aturan Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang 

Perkawinan Di Desa Peninjauan Kota Baturaja”. 

 

                                                             
11Hasil wawancara dengan kepala Desa Peninjauan, dilaksanakan 6 April 2021, pukul 10:20 

WIB. 
12“Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan”. https://ngada.org/uu16-2019.htm. Diakses pada 12 Maret 2021, pukul 

20:35 WIB. 
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B. Rumusan Permasalahan 

 Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya Perkawinan di bawah batas usia 

minimal berdasarkan Undang-Undang perkawinan di Desa Peninjauan Kota 

Baturaja? 

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pemberlakuan batas usia minimal 

perkawinan di Desa Peninjauan Kota Baturaja? 

3. Bagaimana upaya dari pihak Desa untuk meminimalisir persoalan hukum pada 

perkawinan usia minimal anak di Desa Peninjauan Kota Baturaja? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang terjadinya Perkawinan di 

bawah batas usia minimal berdasarkan Undang-Undang perkawinan di Desa 

Peninjauan Kota Baturaja.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam pemberlakuan 

batas usia minimal perkawinan di Desa Peninjauan Kota Baturaja. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya dari pihak Desa untuk 

meminimalisir persoalan hukum pada perkawinan usia minimal anak di Desa 

Peninjauan Kota Baturaja 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan 

serta menambah wawasan khususnya tentang Implementasi pemberlakuan 

aturan batas usia minimal perkawinan serta faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi terjadinya perkawinan tersebut. 

2. Manfaat Praktis  

a) Bagi Kantor Pencatatan Perkawinan 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi 

mengenai faktor-faktor yang berhubungan tentang aturan batas usia minimal 

perkawinan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan serta 

dapat menemukan srategi untuk mengurangi atau meminimalisir jumlah 

perkawinan anak di Desa Peninjauan. 

b) Bagi Aparatur Desa 

Memberikan informasi kepada aparatur Desa bagaimana interpersonal yang 

terjalin antara suami-istri yang melakukan perkawinan dini, dengan begitu 

dapat dijadikan sebagai pertimbangan sebelum menyetujui untuk 

melakukan perkawinan dini.kegunaannya juga sebagai bahan rujukan untuk 

program kerja aparatur Desa dalam bentuk sosialisasi atau program kerja 
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lainnya yang dapat dijadikan cara untuk meminimalisir perkawinan usia 

anak di Desa Peninjauan. 

 

c) Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam melengkapi referensi yang sudah 

ada, sebagai penambah bukti penelitian, dan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut dengan memperbaiki kekurangan yang ada tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi tentang aturan batas usia minimal perkawinan di Desa 

Peninjauan. 

d) Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum 

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya di bidang Hukum Perdata 

sebagai bahan rujukan atau literatur pembelajaran mata kuliah Hukum 

Perkawinan khususnya dalam topik batas usia perkawinan berdasarkan 

Undang-Undang Perkawinan. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 Agar penelitian dalam penulisan ini lebih terarah maka perlu dilakukan 

pembatasan analisis dengan memfokuskan pada pembahasan mengingat luasnya 

aturan dalam Hukum Perdata khususnya mengenai Hukum Perkawinan, maka pada 

pembahasan ini hanya memfokuskan pada aturan batas usia minimal perkawinan 

berdasarkan Undang-Undang 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang 
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terjadinya Perkawinan di bawah batas usia minimal berdasarkan Undang-Undang 

perkawinan di Desa Peninjauan Kota Baturaja. Untuk mengetahui dan menganalisis 

faktor penghambat dalam pemberlakuan batas usia minimal perkawinan di Desa 

Peninjauan Kota Baturaja, serta untuk mengetahui dan menganalisis Upaya dari 

pihak Desa untuk meminimalisir persoalan hukum pada perkawinan usia minimal 

anak di Desa Peninjauan Kota Baturaja, sehingga skripsi ini tidak menyimpang dari 

permasalahan yang ada. 

 

F. Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah suatu cara atau tindakan menurut sistem aturan 

yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah dan tersistematis 

sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal. Upaya untuk mencapai yang 

diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, digunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah jenis penelitian 

hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum, yaitu penelitian yuridis 

empiris, karena melihat bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat dalam 

menyelesaikan suatu masalah.13Jenis penelitian yuridis empiris adalah jenis 

penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan, 

                                                             
13 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing: 

Jakarta. 2005, Hlm. 241. 
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yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di 

masyarakat.14Penelitian empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap 

keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud 

untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah 

data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah 

yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.15 

2. Pendekatan Penelitian 

 Pada penelitian ini selain menggunakan pendekatan Penelitian Kasus dan 

Penelitian Lapangan (Case Study and Field Research) juga menggunakan 

pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu dilakukan dengan 

mengkaji semua Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan dengan isu 

hukum yang sedang diselesaikan.16Selain itu juga pada pendekatan ini 

menggunakan pendekatan Sosiologis.Pendekatan sosiologis yakni pendekatan yang 

mengarah pada bagaimana hukum dalam kenyataannya di dalam masyarakat 

dengan datang langsung pada individu atau kelompok untuk menemukan fakta atau 

realita yang sebenarnya. 

3. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalampenelitian ini yakni data primer dan 

data sekunder: 

                                                             
14 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafik: Jakarta. 2002, Hlm.15. 
15Ibid. Hlm.16. 
16Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum. Mandar Maju: Bandung. 2008. 

Hlm.92. 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.17 Data 

yang diperoleh dari lapangan yaitu dengan cara wawancara secara langsung 

dengan pihak yang mempunyai kewenangan, antara lain: 

1) Pegawai pencatat pernikahan, dalam hal ini Pejabat KUA di Desa 

Peninjauan; 

2) Kepala Desa Peninjauan dan Staf Kepegawaian di Desa Peninjauan;  

3) Pemuka Agama atau Ketua Adat di Desa Peninjauan. 

4) Pasangan Suami Isteri Yang Menikah Di Bawah Usia Minimal 

a) Rani dan Hafez 

b) Nency dan Riki 

c) Romi dan Bella 

b. Data Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil 

penelitian, atau pendapat para hukum.Bahan hukum sekunder adalah buku-

buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini, 

jurnal dan peraturan perundang-undangan.Tujuan dan kegunaan studi 

kepustakaan adalah untuk menunjukan jalan pemecahan masalah penelitian. 

Data sekunder itu kemudian dibagi lagi menjadi:18 

                                                             
17Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta: Jakarta. 

2006, Hlm. 129. 
18Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit.Hlm. 33. 
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a) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang berkaitan dengan masalah 

pemberlakuan aturan pernikahan di bawah batas usia anak, antara lain: 

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata; 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 

3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam; 

4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan; 

5) PERMENAG RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan 

Perkawinan; 

6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Cerai; 

7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak; 

8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin; 

9) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 

Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. 

b) Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu memberi penjelasan dan 

memahami bahan hukum primer, yang meliputi:  

1) Buku-buku yang membahas mengenai hukum perkawinan di Indonesia; 
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2) Buku-buku yang membahas tentang aturan-aturan hukum perkawinan 

secara nasional; 

3) Bahan hasil dari penelitian mengenai batas aturan batas usia anak dalam 

perkawinan; dan 

4) Makalah, dan skripsi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian ini. 

c) Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan bahan sekunder dan bahan hukum primer yang meliputi: 

1) Doktrin-doktrin hukum; 

2) Internet; 

3) Kamus hukum, ensiklopedia. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu: 

1. Penelitian Lapangan 

Field Research atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang 

dilakukan secara langsung di lapangan, disebut juga penelitian 

kasus.Penelitian lapangan yakni sebagai upaya untuk memperoleh 

informasi atas penjelasan dari narasumber pertama yaitu koresponden. Alat 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini yaitu 

wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan.19 

                                                             
19 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung. 2008. Hlm 

4. 
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Wawancara ini ditunjukan pada pasangan suami isteri yang 

melangsungkan perkawinan pada usia muda, serta masyarakat dan pihak 

yang berwenang dalam hal ini pihak KUA dan Kepala Desa di Desa 

Peninjauan. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan 

informasi yang ada dengan jawaban-jawaban yang sejujurnya dari lapangan 

secara langsung. 

2. Penelitian Kepustakaan 

Library Research penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan berbagai macam literatur sesuaibahan-bahan yang dapat 

digunakan dalam penelitian, dilakukan dengan cara membaca, menelaah, 

dan melakukan pengutipan dari bahan-bahan kepustakaan tersebut seperti 

buku-buku, dokumen, jurnal hukum, dan hasil penelitian lainnya yang 

berhubungan dengan judul permasalahan dalam penelitian ini.20 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yakni: 

a) Desa Peninjauan 

Desa Peninjauan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering 

Ulu, Sumatera Selatan, Indonesia. 

Alamat  : JL. Putri Candi, Peninjauan, Ogan Komering Ulu, Baturaja, 

Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera 

Selatan 32191. 

b) Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Peninjauan 

                                                             
20 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kencana: Jakarta. 2017, Hlm. 56. 
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Alamat  : JL. Putri Candi, Peninjauan, Ogan Komering Ulu, Baturaja, 

Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera 

Selatan 32191. 

c) Kantor Kepala Desa Peninjauan 

Alamat  : JL. Putri Candi, Peninjauan, Ogan Komering Ulu, Baturaja, 

Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera 

Selatan 32191. 

6. Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa 

adanya pada saat penelitian dilakukan.21 Sedangkan penelitian kualitatif ini 

dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dengan cara 

deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan dengan metode alamiah.22 Oleh karena itu, pada 

analisis data ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data yang 

didapatkan dari lapangan untuk dikelola dan diuraikan, dikualifikasikan, serta 

dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata yang menjadi sebuah 

kesimpulan dalam menjawab pertanyaan tersebut. 

                                                             
21Suharsimi Arikunto, Managenen Penelitian. Asdi Mahsatya: Jakarta. 2013, Hlm. 234. 
22Ibid. Hlm 6. 
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7. Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir dari 

penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian dalam penarikan 

kesimpulan yakni secara Induktif. Penelitian Induktif yaitu mulai dari laporan atau 

fakta empiris dengan cara langsung kelapangan untuk mempelajari, menganalisis, 

menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.23 

Analisis data dalam penelitian induktif yakni penarikan kesimpulan dari 

permasalahan yang khusus hingga menarik kesimpulan secara umum dalam 

persoalan batas usia perkawinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23Margono, 2004, Metodologi Penelitian Pendidikan. Rineka Cipta: Jakarta. Hlm 38. 
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